
 

 
 

BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI 

 

PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR 25 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANGLI, 
 

Menimbang : a. bahwa bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang 

Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Instansi Pemerintah, terdapat perubahan nomenklatur 

jabatan pelaksana di lingkungan pemerintah daerah; 
b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan persetujuan 

dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 
Tanggal 17 Juni 2025 hal persetujuan penetapan hasil 

evaluasi jabatan di instansi daerah, maka Peraturan 
Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini 
sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomo6871; 
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 7010); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2020; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1636); 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 Tentang 
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Instansi Pemerintah; 

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 Tentang 
Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Instansi Pemerintah; 
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 

2022 Tentang Peraturan Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah. 



 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli 
3. Bupati adalah Bupati Bangli. 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi Pemerintah Daerah. 
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan 

organisasi. 
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin 
suatu satuan organisasi negara. 

8. Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai ASN yang bertanggungjawab 

melaksanakan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. 
9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu Jabatan secara 

sistematis dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan untuk 
menentukan tingkat Jabatan berupa kelas Jabatan. 

10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN 

dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda 
dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan 
dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan 

digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan. 
11. Nilai Jabatan adalah hasil perolehan nilai dari Evaluasi Jabatan. 

12. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu 
jabatan yang terdiri dari level-level. 

 

Pasal 2 
 

Maksud dari penetapan Kelas Jabatan sebagai dasar penyusunan atau 
penyempurnaan peta Jabatan, penyusunan/ penyempurnaan struktur 
organisasi, pengangkatan pegawai dalam Jabatan, analisis Jabatan, analisis 

beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi, 
dan redistribusi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. 
 

BAB II  
KELAS JABATAN 

 
Pasal 3 

 



 

(1) Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah disusun melalui proses 

Evaluasi Jabatan. 
(2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Struktural bagi Jabatan pimpinan 

pratama, jabatan administrator, dan pengawas. 
b. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional; dan 

c. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana. 
(3) Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(4) PNS yang telah ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana sebelum Peraturan 

Bupati ini diundangkan, namun belum memenuhi kualifikasi jabatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat 
ditetapkan kembali dalam nomenklatur Jabatan pelaksana dengan Kelas 

Jabatan yang sama dan wajib memenuhi kualifikasi Jabatan yang 
dipersyaratkan sampai dengan bulan Maret 2030. 

(5) Pemenuhan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

apabila belum dipenuhi sampai dengan bulan April 2030 maka PNS yang 
bersangkutan ditetapkan dalam Jabatan pelaksana sesuai kualifikasi dan 

Syarat Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(6) Nomenklatur Jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan Pemerintah 

Daerah yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, masih tetap 

berlaku sampai dengan ditetapkannya pengisian Jabatan berdasarkan peta 
dan formasi Jabatan sesuai Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 4 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

 
Ditetapkan di Bangli 

pada tanggal 19 September 2025  
 
BUPATI BANGLI, 
 
   ttd 

 
 

SANG NYOMAN SEDANA ARTA 

 
Diundangkan di Bangli 
pada tanggal 19 September 2025  
  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

 
 ttd 

 
I DEWA BAGUS RIANA PUTRA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 25 

 
Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI 
 

   
NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH 
PEMBINA (IV/a) 

NIP. 197907202005012013 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


